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Abstract 
This study is about the Quality of High School Employee Performance at the Education and 
Culture Office of Central Sulawesi Province. In this study using descriptive qualitative research 
with a number of 8 informants who were deliberately selected, namely the Head of High School 
Development Section, Head of High School Facilities and Infrastructure Section, 1 High School 
Facilities and Infrastructure Section staff, Head of Institutional and Curriculum Section, 1 
Institutional Section staff and Curriculum, Head of High School Student Section, and 1 High 
School Student Section staff, High School PTK Section head. The theory used is the theory of Agus 
Dwiyanto, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. 
Observations and documents are also carried out to get the data needed. The results of the study 
showed that the High School Field Development Performance at the Education and Culture Office 
of Central Sulawesi Province had not been maximized. This is based on the results of research with 
5 aspects that are used as benchmarks in research, only two focus studies are fulfilled, namely the 
responsibility and accountability indicators. Whereas from productivity indicators, it has not been 
said to be optimal because of lack of technical human resources and the participation of apparatus 
is still lacking. While the Service Quality Indicators are said to be not optimal because there is still 
a lack of facilities and infrastructure to support service activities. Likewise, the Indicator of 
Responsiveness has not yet been said to be optimal because the facilities and infrastructure have 
also become obstacles in responding to the world community of education. 




Era reformasi menuntut birokrasi 
pemerintah dalam meningkatkan pelayanan 
publik lebih professional sebab pemerintah 
pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat. 
Namun sebagian besar pola birokrasi di 
Indonesia belum memiliki perilaku 
administrasi yang benar. Baru sebagian kecil 
aparatur birokrasi yang mengerti tujuan-
tujuan Negara atau tujuan organisasi. 
Kalaupun mengetahui, belum tentu dalam 
pelaksanaan kegiatan tugasnya diorientasikan 
kepada pencapaian tujuan organisasi atau 
tujuan negara sebagaimana yang telah 
ditetapkan. Masih banyak pegawai negeri 
yang bekerja sekedarnya, tanpa mempunyai 
motivasi yang memadai untuk mewujudkan 
tercapainya sasaran atau tujuan organisasi 
yang telah ditentukan. Perilaku birokrasi 
pemerintah yang cenderung menjadi penguasa 
dan bukan sebagai pelayan dan abdi 
masyarakat adalah contoh yang nyata dari 
sikap dan perilaku pegawai negeri kita. Untuk 
mewujudkan tercapainya tujuan pemerintah 
yang baik, maka orientasi pegawai negeri 
harus dirubah termasuk peningkatan kapasitas 
dan kinerjanya. Proses perubahan dan 
peningkatan tersebut memerlukan waktu yang 
tidak instan, karena sebagian berkaitan 
dengan faktor sosial budaya dan masyarakat 
disamping faktor ekonomi bahkan politik.  
Pemerintah Daerah dalam rangka 
melaksanakan kebijakan tidak lepas dari 
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strategi yang dituntut untuk memenuhi 
keinginan-keinginan serta kebutuhan 
masyarakat. Berbagai kegiatan 
penyelenggaraan pada era globalisasi ini 
timbul sebagai akibat dari perubahan tata nilai 
kehidupan masyarakat yang majemuk 
sehingga dibutuhkan berbagai strategi 
pengembangan terhadap kinerja dan kualitas 
sumber daya manusia sebagai aparatur 
pemerintah dalam mengelola sistem birokrasi 
yang berdasarkan kepentingan masyarakat. 
Pemerintah tidak diadakan untuk 
melayani diri sendiri atau dilayani masyarakat 
akan tetapi untuk melayani masyarakat guna 
menciptakan kondisi yang memungkinkan 
untuk mengembangkan kemampuan dan 
kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. 
Peningkatan kinerja pegawai sangat 
dibutuhkan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, oleh karena itu birokrasi 
pemerintah berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk memberikan proses kerja yang 
baik dan professional. 
Penilaian kinerja merupakan suatu 
kegiatan yang sangat penting karena dapat 
digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu 
organisasi mencapai misinya. Pengukuran 
kinerja terhadap suatu organisasi publik 
merupakan suatu isu pada beberapa tahun 
terakhir ini, terutama setelah banyaknya 
keluhan dari para pengguna jasa yang 
menyebutkan bahwa kinerja organisasi publik 
adalah sumber kelambanan, pungli dan in-
efesiensi. Setelah diberlakukannya Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah 
dituntut untuk meningkatkan kinerjanya 
dalam rangka memberikan pelayanan kepada. 
Pada hakekatnya, otonomi daerah adalah 
untuk pemberdayaan masyarakat, 
menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas daerah 
secara aktif serta meningkatkan peran. 
Kesulitan dalam mengukur kinerja organisasi 
publik sebagian disebabkan oleh karena 
tujuan dan misi organisasi publik seringkali 
tidak hanya kabur akan tetapi juga bersifat 
multi dimensional. Organisasi publik memang 
memiliki banyak stakeholders yang memiliki 
kepentingan yang bersinggungan satu sama 
lainnya sehingga konsekuensi logisnya 
ukuran kinerja organisasi publik dimata 
stakeholders juga menjadi berbeda-beda. 
Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur 
pemerintah sebagai pelayan masyarakat, maka 
pemerintah membentuk sistem pemerintah 
dengan berpedoman kepada Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang organisasi perangkat 
daerah. Pembentukan organisasi perangkat 
daerah ditetapkan dengan peraturan daerah 
dimana mengatur mengenai susunan, 
kedudukan, tugas pokok dan fungsi tata kerja 
organisasi perangkat daerah tingkat provinsi 
dan kabupaten/kota. 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah 
menetapkan peraturan daerah Nomor 11 
Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja 
dinas-dinas Daerah provinsi Sulawesi tengah, 
selanjutnya ditetapkannya Peraturan Daerah 
Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. 
Khususnya Bidang pembinaan SMA, 
mempunyai tugas pokok Merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan dan memberikan 
bimbingan teknis serta melakukan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan pendidikan pada 
tingkat SMA. 
Sebagai organisasi publik, bidang 
pembinaan SMA merupakan bagian dari dinas 
pendidikan dan kebudayaan provinsi sulawesi 
tengah senantiasa mengalami dinamika 
perubahan lingkungan, sehingga perlu 
menyesuaikan dengan perubahan tersebut 
agar lebih efektif, efisien, kompetitif, adaptif 
dan Responsibility dalam pencapaian tujuan. 
Widodo (2001;16) mempertegas hal ini 
bahwa “Organisasi mengalami perubahan 
dalam rangka mencapai tujuan bukan saja 
karena lingkungan dimana organisasi berada 
mengalami perubahan tapi juga tujuan 
organisasi”. Perubahan tujuan ini akan 
menjadi pedoman, referensi yang dapat 
mengukur kinerja (Performance) organisasi 
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yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya. Bidang Pembinaan 
SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Sulawesi Tengah lebih jauh 
merupakan unsur pendukung tugas kepala 
dinas yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada kepala daerah melalui sekertaris 
daerah. 
Adalah suatu realita dan fenomena 
dirasakan pada pelaksanaan tugas-tugas 
pokok dan fungsi bidang Pembinaan SMA 
karena masih banyak kelemahan-kelemahan 
yang berdampak tidak tercapainya tujuan, 
sasaran dan target yang telah ditetapkan 
dalam suatu organisasi. Khususnya dalam 
pelaksanaan tupoksi belum terselenggara 
secara optimal, masih terdapat kelemahan-
kelemahan dalam pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi itu sendiri. 
Kinerja pegawai yang baik secara 
langsung akan mempengaruhi kinerja 
lembaga, dan untuk mempengaruhi kinerja 
pegawai tentu merupakan suatu pekerjaan 
yang memakan waktu dan proses yang 
panjang. Selain dengan meningkatkan 
pengawasan dan pembinaan, juga dilakukan 
penilaian terhadap tingkat keberhasilan 
kinerja yang telah dilakukan oleh para 
pegawainya. Hal ini bertujuan untuk 
mengukur tingkat keberhasilan yang telah 
dicapai oleh Bidang Pembinaan SMA dalam 
kompetensi pegawai  di lingkungan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Sulawesi Tengah. Selain itu, penilaian 
terhadap kinerja juga bermanfaat sebagai 
tolak ukur yang dapat digunakan untuk 
memperbaiki kinerja pegawai yang 
bersangkutan. Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh (Agus Dwiyanto,2002-45) 
dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, 
maka upaya untuk memperbaiki kinerja dapat 
dilakukan secara terarah dan sistematis. 
Dengan adanya informasi mengenai kinerja, 
maka benchmarking dengan mudah dapat 
dilakukan dan mendorong untuk memperbaiki 
kinerja. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Sulawesi Tengah pada Bidang 
Pembinaan SMA diperoleh bahwa perlu 
adanya perhatian antara apa yang seharusnya 
(das sollen) dengan apa yang senyatanya (das 
sein) yang terjadi dan mempengaruhi kinerja 
Bidang Pembinaan SMA dapat dilihat pada 
masalah yang ada seperti masih adanya SDM 
yang tidak mengerjakan tupoksinya, inovasi 
masih rendah, kurangnya sarana dan 
prasarana, penempatan pegawai didasarkan 
atas aspek tertentu, masih adanya sebagian 
aparatur yang malas dan kurang 
memperhatikan tugas-tugasnya dan seringnya 
meninggalkan pekerjaan disaat jam kerja.  
Berdasarkan uraian masalah di atas 
dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya 
kinerja Bidang Pembinaan SMA karena masih 
adanya beberapa aparatur yang tidak 
sepenuhnya mengerjakan tupoksinya masing-
masing sehingga menghambat kinerja dan 
pelaksanaan program. Pengetahuan yang 
dimiliki pegawai masih sangat rendah 
sehingga pegawai susah menerima perubahan 
dan kurang bersemangat untuk mempelajari 
peraturan-peraturan yang baru mengakibatkan 
kemampuan kerja pegawai kurang 
berkembang. Kemungkinan sebab lain belum 
optimalnya kinerja bidang Pembinaan SMA 
berkaitan dengan fasilitas kerja atau sarana 
dan prasarana yang kurang memadai dapat 
menghambat kinerja pegawai, seperti 
terbatasnya jumlah PC yang tersedia di 
bidang Pembinaan SMA berjumlah 9 unit, 
sedangkan jumlah aparaturnya 22 orang. 
Kemudian pula penempatan pegawai belum 
berdasarkan disiplin ilmunya tentu menjadi 
hambatan dalam berorientasi dengan 
pekerjaannya, dan Mentalitas sebagian 
aparatur cenderung masih kurang 
memperhatikan tugas-tugas yang diemban, 
ditandai dengan semakin seringnya menunda 
pekerjaan sehingga memperlambat 
pencapaian tujuan.Hal ini tentunya sangat 
menjadi keprihatinan dimana sebagai aparatur 
negara seharusnya memiliki disiplin dan 
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Dalam penelitian ini, jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif.Menurut Bogdan dan Taylor dalam 
Basrowi dan Suwandi (2008:1), penelitian 
kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa 
ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang 
yang diamati.Artinya penelitian ini adalah 
penelitian yang menghasilkan data dengan 
melakukan pengamatan terhadap objek 
penelitian. 
Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Sulawesi Tengah pada bidang Pembinaan 
SMA. Adapun pertimbangan dalam 
penentuan lokasi penelitian ini karena 
menurut peneliti kinerja bidang Pembinaan 
SMA masih tergolong belum optimal dalam 
menjalankan tugas pokok dan fungsi, 
sehingga penulis tertarik memilih sebagai 
lokasi penelitian untuk melakukan penelitian 
lebih jauh. Waktu yang digunakan peneliti 
untuk menyelesaikan pelaksanaaan kegiatan 
penelitian, direncanakan selama tiga bulan 
terhitung sejak dikeluarkannya surat izin 
penelitian dari Pasca Sarjana Universitas 
Tadulako. Informan dalam Penelitian ini 
berjumlah 8 orang dengan rincian sebagai 
berikut : 
1) Kepala Bidang Pembinaan SMA 
Disdikbud Prov. Sulteng  
2) Kepala Seksi Peserta didik SMA 
Disdikbud Prov. Sulteng 
3) Kepala Seksi Kurikulum SMA Disdikbud 
Prov. Sulteng 
4) Kepala Seksi Sarana dan prasarana SMA 
Disdikbud Prov. Sulteng 
5) Kepala Seksi PTK SMA Dikbud Prov. 
Sulteng 
6) Staf Seksi Sarana dan Prasarana Disdikbud 
Prov. Sulteng 
7) Staf Seksi Peserta Didik SMA Disdikbud 
Prov. Sulteng 
8) Staf Seksi PTK SMA Disdikbud Prov. 
Sulteng 
Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil 
pekerjaan melalui pelaksanaan tugas dan 
fungsi bidang Pembinaan SMA yang 
dianalisis melalui : 
1) Produktivitas 
Adalah perbandingan antar input dan 
output, artinya seberapa besar hasil kerja 
yang dicapai oleh aparatur bidang 
Pembinaan SMA dengan hasil yang 
diharapkan organisasi. 
2) Kualitas Layanan 
Kualitas layanan dalam hal ini adalah 
bagaimana tingkat kepuasan pelayanan 
yang dirasakan oleh masyarakat pengguna 
layanan yang diberikan oleh aparatur 
bidang Pembinaan SMA melalui 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 
3) Responsivitas 
Responsivitas dalam hal ini adalah 
bagaimana kemampuan aparatur dalam 
mengenali kebutuhan organisasi secara 
menyeluruh, kemampuan menyusun 
agenda dan prioritas pelayanan serta 
kemampuan mengembangkan program-
program kegiatan dalam organisasi.Artinya 
bagaimana kemampuan aparatur bidang 
Pembinaan SMA sebagai penggerak 
organisasi membuat dan menyusun 
program yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat luas. 
4) Responsibilitas 
Adalah bagaimana kesesuaian antara 
pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan 
SMA yang dilakukan dengan prinsip-
prinsip administrasi yang benar ataupun 
kebijakan organisasi. 
5) Akuntabilitas 
Dalam hal ini adalah seberapa besar 
seluruh kegiatan dan program yang ada di 
bidang Pembinaan SMA telah 
dilaksanakan dan dapat dipertanggung 
jawabkan kebenarannya berdasarkan fakta 
yang ada. 
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Menurut Miles, Huberman dan Saldana 
(2014:31-33) didalam analisis data kualitatif 
terdapat alur kegiatan yang terjadi secara 
bersamaan. Aktivitas dalam analisis data 
yaitu: data collection, data Condensation, 
data display, dan conclusions drawing. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kualitas Kinerja Pegawai 
Aspek yang dibahas dalam penelitian 
ini adalah kinerja bidang Pembinaan SMA 
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Sulawesi Tengah. Khususnya 
melihat pada kinerja organisasi dengan 
menggunakan pendekatan pada teori kinerja 
yang dikembangkan oleh Lanvine (1990,189-
190) yang kemudian diadopsi dan 
ditambahkan oleh Agus Dwiyanto (2002, 48-
49), namun sebelum penulis menguraikan 
secara rinci hasil penelitian, maka terlebih 
dahulu penulis menguraikan tentang 
pembahasan teori kinerja organisasi dan 
peraturan pemerintah mengenai masalah 
kinerja organisasi, hal ini dimaksudkan agar 
pembahasan mendapatkan penguatan dari 
teori dan peraturan yang ada. 
Untuk mencapai tujuan organisasi 
pemerintah tidak terlepas dari peran aparatur 
yang bekerja dalam organisasi pemerintah 
tersebut. Hal tersebut dapat terlaksana apabila 
organisasi dapat mengetahui sejauh mana 
hasil yang berpengaruh terhadap pencapaian 
tujuan organisasi. Salah satu variabel yang 
berpengaruh terhadap pencapaian tujuan 
organisasi adalah kinerja aparaturnya, kinerja 
aparatur merupakan tingkat penyelesaian 
tugas yang dilakukan pegawai terhadap 
pekerjaan atau dengan kata lain kinerja 
pegawai dalam melaksanakan tugas dan 
pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 
Kinerja pegawai bidang pembinaan 
SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Sulawesi Tengah adalah suatu proses 
perilaku seorang atau kelompok orang yang 
menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan 
yang telah ditetapkan. Melaksanakan tugas 
sesuai dengan tupoksi yaitu, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan, memberikan 
bimbingan teknis serta melakukan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan di 
bidang pembinaan SMA, penyiapan bahan 
pembinaan/bimbingan teknis, serta bahan 
evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang 
pembinaan SMA. 
Dari uraian tugas pokok yang harus 
dijalankan oleh aparatur bidang pembinaan 
SMA seperti yang dikatakan diatas, maka 
sasaran utama yang ingin dicapai oleh bidang 
pembinaan SMA ialah pengambilan kebijakan 
dan implementasi yang tepat, terwujudnya 
bimbingan serta evaluasi secara menyeluruh 
penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan 
SMA. Hal ini tentunya dapat dicapai dengan 
adanya roda penggerak organisasi yaitu 
aparaturnya yang tentunya memiliki kapasitas 
dalam melaksanakan tugas-tugas yang di 
emban. Secara umum kinerja yang 
ditampilkan haruslah yang selalu mendukung 
tercapainya tujuan organisasi secara 
menyeluruh. 
Kinerja aparatur pemerintah selalu 
menentukan hasil yang dicapai oleh 
organisasi pemerintah tersebut, sehingga 
diperlukan adanya keterampilan dan tanggung 
jawab dalam melaksanakan pekerjaan, untuk 
melihat kinerja bidang pembinaan SMA pada 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Sulawesi Tengah dapat dilihat dari penjabaran 
aspek kinerja organisasi 
 
Produktivitas 
Salah satu ukuran keberhasilan kinerja 
baik secara individu, tim atau organisasi 
terletak pada produktivitas kerjanya, bila 
mana produktivitas kerjanya tinggi, maka 
kinerja individu, tim atau organisasi tersebut 
dikatakan berhasil. Sebaliknya apabila 
produktivitasnya rendah atau menurun maka 
kinerjanya dikatakan kurang baik atau kurang 
berhasil. 
Setiap organisasi baik berbentuk 
perusahaan maupun lainnya akan selalu 
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berupaya agar anggota atau pekerja yang 
terlibat dalam kegiatan organisasi dapat 
memberikan prestasi dalam bentuk 
produktivitas kerja yang tinggi untuk 
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. 
Produktivitas kerja merupakan suatu istilah 
yang sering digunakan dalam perencanaan 
pengembangan industri pada khususnya dan 
perencanaan pengembangan ekonomi 
nasional pada umumnya. Pengertian 
produktivitas lebih dikaitkan dengan 
pandangan produksi dan ekonomi, sering pula 
dikaitkan dengan pandangan sosiologi. Tidak 
dapat diingkari bahwa pada akhirnya apapun 
yang dihasilkan melalui kegiatan organisasi 
dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat termasuk di 
dalamnya tenaga kerja itu sendiri. 
Produktivitas mempunyai dua dimensi 
yaitu efektivitas yang mengarah kepada unjuk 
kerja yang maksimal yaitu pencapaian target 
yang berkaitan dengan Partisipasi dan kualitas 
pekerjaan yang dihasilkan. Yang kedua 
efesiensi yang berkaitan dengan upaya 
membandingkan input dengan realisasi 
penggunaannya atau bagaimana pekerjaan 
tersebut  dilaksanakan. Sehubungan dengan 
produktivitas kerja yang dihasilkan 
pembinaan SMA, pendapat seorang informan 
yaitu bapak Muhlis S.Pd M.Si (Kepala 
Bidang pembinaan SMA) mengatakan bahwa: 
“Tingkat produktivitas aparatur dibidang 
pembinaan SMA dalam melakasanakan 
tugasnya saya kira sudah cukup bagus dan 
terarah, hal ini kan sudah sejalan dengan 
tugas pokok dan fungsinya masing-masing, 
dan berbicara mengenai produktivitas 
tentunya pasti sudah ada pencapaiannya. 
Untuk mencapai hal itu harus memahami 
tanggung jawab masing-masing dan 
menjalankan tugas itu adalah cermin 
produktivitas kerjanya mereka, nah itulah 
yang menjadi ukuran menurut saya untuk 
melihat tingkat produktivitas”.                                                                                                                             
Produktivitas sebagai salah satu aspek kinerja 
yang dirasa penting untuk mengukur sampai 
dimana pelaksanaan kinerja organisasi dalam 
menciptakan produk atau program yang 
dijalankan dalam periode tertentu, sehingga 
produktivitas adalah Aspek pengukuran 
kinerja yang dapat diartikan sebagai 
implementasi dari rencana-rencana yang 
dibuat oleh suatu organisasi untuk dijalankan. 
Senada dengan hal tersebut, ungkapan 
Ibu Husnul, SH,M.Si (Kepala Seksi 
Pembinaan dan Peserta Didik SMA Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulteng) 
sebagai berikut : 
“Berbicara produktivitas tentunya membahas 
mengenai kinerja yang dihasilkan, kalau 
menurut pendapat saya tingkat produktivitas 
bidang Pembinaan SMA selalu dioptimalkan, 
karena bidang ini menghasilkan program 
program atau yang sesuai rencana dan sudah 
menjadi tugas pokok kami, oleh karena itu 
sudah tentu produktivitas kami ada dan selalu 
diusahakan agar kedepan terus lebih baik”. 
Berdasarkan informasi yang berasal dari 
observasi, hasil wawancara mendalam dengan 
informan dan peraturan yang berlaku dapat 
dikatakan bahwa kinerja bidang Pembinaan 
SMA dilihat dari aspek produktivitas berjalan 
belum optimal, hal ini dikarenakan walaupun 
keluaran atau program dan kegiatan telah 
terlaksana dengan baik namun hal tersebut 
tidak di dukung dengan ketersediaan SDM 
teknis yang memadai dan partisipasi penuh 
dari aparatur bidang Pembinaan SMA, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa 
produktivitas aparatur dilihat secara 
keseluruhan belum bisa teroptimalkan. 
 
Kualitas Layanan 
Kualitas layanan cenderung semakin 
penting dalam menjelaskan kinerja organisasi 
publik. Keberadaan organisasi publik yang 
mengelola serta mengurus suatu hal yang 
berkaitan dengan kebutuhan hidup 
masyarakat dalam bernegara tentu diharapkan 
dapat memberikan hasil berupa kepuasan 
melalui layanan yang diberikan. 
Berbicara tentang kualitas layanan yang 
diberikan oleh suatu organisasi tentunya ada 
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beberapa hal yang menjadi ukuran. Secara 
umum ukuran kualitas layanan diantaranya 
adalah ketepatan waktu dan alur pelayanan 
yang sesuai mekanisme yang telah diatur. 
Berbagai pandangan muncul dan ditujukan 
kepada organisasi publik karena persoalan 
puas dan tidaknya masyarakat ataupun 
kelompok terhadap hasil pelayanan yang 
diterima dan dirasakan. Dengan demikian 
tingkat kepuasan masyarakat baik secara 
langsung maupun tidak langsung dan 
kelompok terhadap kualitas layanan dapat 
dijadikan aspek bagi kinerja organisasi 
publik. Sarana dan prasarana juga tidak lepas 
dari penunjang hasil dan kualitas layanan 
yang diberikan., karena sebagai penunjang 
kinerja organisasi publik dalam melayani dan 
merespon kebutuhan masyarakat tentunya 
sangat membutuhkan sarana dan prasarana 
yang cukup dan memadai. Observasi yang 
dilakukan, peneliti melihat sarana jumlah 
computer yang terbatas masih menjadi 
kendala untuk mendukung kinerja aparatur 
bidang Pembinaan SMA khususnya dalam 
melayani pengguna layanan, baik itu yang 
pelayanan yang bersifat administratif maupun 
yang teknis. 
Sarana dan prasarana juga tidak lepas 
dari penunjang hasil dan kualitas layanan 
yang diberikan., karena sebagai penunjang 
kinerja organisasi publik dalam melayani dan 
merespon kebutuhan masyarakat tentunya 
sangat membutuhkan sarana dan prasarana 
yang cukup dan memadai. Observasi yang 
dilakukan, peneliti melihat sarana jumlah 
komputer yang terbatas masih menjadi 
kendala untuk mendukung kinerja aparatur 
bidang Pembinaan SMA khususnya dalam 
melayani pengguna layanan, baik itu yang 
pelayanan yang bersifat administratif maupun 
yang teknis.  
Ungkapan yang diberikan Bapak Muhlis 
S.Pd M.Si (Kepala Bidang Pembinaan SMA 
Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Provinsi 
Sulawesi Tengah) beliau mengatakan bahwa : 
“Berbicara mengenai kualitas layanan 
tentunya tidak lepas dari pelayanan upaya 
memberikan pelayanan yang prima, yah saya 
melihat pelayanan yang diberikan oleh para 
aparatur bidang Pembinaan SMA ini sudah 
baik, walaupun adanya keterbatasan sarana 
dan prasarana pendukung, namun saya kira 
secara umumnya sudah baik pelayanannya”.  
Dari hasil penuturan bapak Muhlis 
menunjukkan bahwa pelayanan yang 
diberikan aparatur bidang Pembinaan SMA 
sudah dijalankan dengan baik, karena 
mengupayakann terciptanya pelayanan yang 
optimal sesuai dengan visi dan misi bidang 
Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. 
Ungkapan Bapak Drs.Baco (Staf Seksi 
Sarana dan Prasarana SMA Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah) 
sebagai berikut : 
“Dalam melakukan tugas yang sifatnya 
pelayanan tentunya dilakukan semaksimal 
mungkin yah, seperti pengajuan kurikulum 
dari sekolah-sekolah tentunya hal ini 
memakan waktu. Seperti kurikulum sekolah 
yang sudah masuk perlu di periksa oleh 
pengawas terlebih dahulu, kemudian apabila 
tidak ada kekeliruan akan di naikkan ke 
kepala dinas untuk di sahkan. Kalo masalah 
biaya mungkin tidak ada yah, kalopun ada 
mungkin hanya biaya fotocopy sj. Dan seksi 
yang bertugas saya rasa sudah bekerja 
semaksimal mungkin dalam hal ini”.  
Berdasarkan informasi yang berasal dari 
observasi, hasil wawancara mendalam dengan 
informan dapat dikatakan bahwa kinerja 
bidang Pembinaan SMA dilihat dari aspek 
kualitas layanan adalah berjalan belum 
optimal. Hal itu dikarenakan faktor 
pendukung yaitu sarana dan prasarana yang 
belum memadai dirasa sangat memberi 
dampak terhadap kualitas layanan itu sendiri, 
sehingga walaupun dengan berbagai upaya 
yang terus dilakukan dan diberikan oleh 
aparatur bidang dikmen dan tanggapan yang 
baik dari pengguna layanan tetap saja 
pelaksanaannya belum optimal, karena 
pelayanan yang baik tentunya selain di 
dukung dengan aparatur yang memiliki 
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pengetahuan yang baik mengenai pelayanan 
juga didukung dengan sarana untuk di 
pergunakan sebagai pendukung pelaksanaan 
pelayanan yang optimal. 
 
Responsivitas 
Kemampuan organisasi untuk 
memahami kebutuhan publik, penyusunan 
agenda dan prioritas program pelayanan 
berdasarkan kebutuhan adalah tuntutan yang 
harus dipenuhi oleh suatu organisasi publik. 
Responsivitas dalam hal ini merupakan 
salah satu aspek kinerja, karena secara 
langsung responsivitas memberi gambaran 
secara langsung bagaimana kemampuan suatu 
organisasi publik dalam menjalankan misi dan 
tujuannya, bersama untuk memenuhi 
kebutuhan publik secara umum. Tidak 
terlaksananya solusi dan tujuan merupakan 
kegagalan bagi suatu organisasi. 
Konsep responsivitas kinerja mengarah 
kepada pertanggungjawaban organisasi publik 
dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Respon yang diharapkan dari 
pengguna layanan kepada bidang Pembinaan 
SMA adalah daya tanggap aparatur bidang 
Pembinaan SMA dalam melayani dan 
memenuhi kebutuhan masyarakat dengan 
cepat dan tanpa prosedur yang berbelit-belit 
serta tepat waktu. 
Responsivitas atau daya tanggap 
pemberi layanan merupakan suatu hal penting 
yang harus dimiliki oleh setiap pegawai 
pelaksana. Daya tanggap sebagai pegawai 
untuk memahami kebutuhan dan respon setiap 
adanya pengaduan atau masalah yang 
dihadapi oleh pengguna serta kemampuan 
untuk mengatasi kebutuhannya. Berkaitan 
dengan hal tersebut maka petugas secara 
individu maupun institusional dituntut untuk 
memiliki kemampuan dan kecepatan untuk 
memberikan pelayanan serta mampu 
mengatasi masalah yang dihadapi oleh 
penerima pelayanan agar mereka merasa 
diperhatikan dan dilayani dengan baik. 
Berkaitan dengan hal tersebut, sikap 
responsif aparatur bidang Pembinaan SMA 
dapat dilihat dari hasil wawancara dengan 
Bapak Muhlis S.Pd,M.Si (Kepala Bidang 
Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah) 
sebagai berikut : 
“Bidang Pembinaan SMA adalah organisasi 
pelayanan publik yang selalu berusaha untuk 
memberikan pelayanan terbaik khusus pada 
tingkat pendidikan menengah. Dan memang 
kita juga menerapkan sistem selalu tanggap, 
jadi selalu berusaha memiliki sikap respon 
yang tinggi. Sehingga diharapkan pelayanan 
itu cepat. Kitapun berusaha untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam bentuk program 
dan kegiatan yang betul-betul dibutuhkan 
pendidikan kita”.  
Sementara itu Ibu Dra. Muklina, MM 
(Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMA 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Sulawesi Tengah) mengungkapkan bahwa: 
“Berbicara mengenai responsivitas berarti 
kita berbicara tentang sumber daya manusia 
yang memiliki kemampuan dalam 
menanggapi kebutuhan masyarakat yang 
ingin dilayani. Saya kira itu semua sudah 
berjalan dengan baik, karena selama ini tidak 
ada hambatan-hambatan atau masalah yang 
digolongkan serius dalam hal responsif 
aparatur di bidang Pembinaan SMA ini. 
Apalagi kita ketahui dunia pendidikan begitu 
banyak kegiatan. Jadi harus siap dan 
tanggap”.  
Berdasarkan ungkapan informan diatas 
dapat dikatakan bahwa respon atau daya 
tanggap aparatur yang menjalankan tugas 
organisasi dalam melayani kebutuhan 
pengguna layanan dan membuat program 
yang prinsipnya dibutuhkan oleh masyarakat 
pengguna layanan sudah di optimalkan, hal 
tersebut ditandai dengan upaya-upaya 
organisasi membuat program kegiatan dan 
menerapkan sistem tanggap pelayanan 
sehingga pengguna layanan dapat merasakan 
respon yang baik dari aparatur bidang 
Pembinaan SMA dalam melayani kebutuhan 
pengguna layanan itu sendiri. 
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Berdasarkan data dan informasi yang 
berasal dari observasi, hasil wawancara 
mendalam dengan informan dapat dikatakan 
bahwa kinerja aparatur bidang Pembinaan 
SMA dilihat dari aspek responsivitas yang 
diterjemahkan sebagai kemampuan organisasi 
dalam membuat program yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat dan kemampuan 
sumber daya manusia dalam merespon 
kebutuhan pengguna jasa layanan dan 
ketersediaan sarana pendukung dalam bekerja 
adalah belum optimal. Hal ini disebabkan 
walaupun berbagai upaya-upaya yang terus 
dilakukan oleh aparatur bidang Pembinaan 
SMA dalam melayani dan menjalankan 
program yang sesuai kebutuhan masyarakat 
pengguna layanan namun sarana untuk 
mendukung pelaksanaan pekerjaan tidak 
tersedia secara memadai, sehingga sikap 
responsif yang di tunjukkan oleh aparatur 
belum bisa teroptimalkan karena keterbatasan 
sarana yang menjadi pendukung tersebut. 
 
Responsibilitas 
Agus Dwiyanto (2012:5) 
mengemukakan responsibilitas, maksudnya 
bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilakukan 
sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi 
yang benar dan kebijakan birokrasi yang baik 
yang eksplisit maupun implisit. Sehingga 
dalam penelitian ini menitik beratkan pada 
prosedur administrasi pelayanan yang ada di 
Bidang Pembinaan SMA pada dinas 
pendidikan dan kebudayaan Sulawesi Tengah. 
Untuk mengetahui sejauh mana kinerja 
pegawai pada bidang Pembinaan SMA dari 
segi responsibilitas, pendapat Bapak 
Muhlis,S.Pd,MM (Kepala Bidang Pembinaan 
SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Sulawesi Tengah) beliau mengatakan bahwa: 
“Kami dibidang Pembinaan SMA ini selalu 
dalam melaksanakan program, kami selalu 
mengeluarkan ketetapan tentang semua 
kegiatan yang telah dilakukan. Dan juga 
semua kegiatan dilaksanakan berdasarkan 
aturan dan prinsip yang sesuai aturan”.  
Informasi lainnya datang dari ibu 
Husnul,SH.MM (Kepala Seksi Peserta Didik 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Sulawesi Tengah) beliau mengatakan: 
“Kami bekerja sesuai dengan prosedur kerja 
yang telah ditetapkan dalam rapat bidang, 
biasanya untuk menertibkan administrasi 
kami selalu diberikan surat tugas,sehingga 
kami tahu batasan dalam melakukan tugas”.  
Berdasarkan informasi informan diatas, 
dapat dikatakan bahwa responsibilitas 
pegawai di bidang Pembinaan SMA sudah 
berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat 
dengan penerapan sistem administrasi 
kegiatan yang baik dalam melaksanakan 
kegiatan maupun dalam pelayanan kepada 
masyarakat melalui pelaksanaan program. 
Khusus pelayanan dalam kantor pegawai 
bidang Pembinaan SMA juga telah 
menerapkan standar prosedur dan nantinya 




Agus Dwiyanto (2012:53) 
mengemukakan akuntabilitas, bahwa seberapa 
besar kebijakan dan kegiatan birokrasi tunduk 
kepada para pejabat politik yang dipilih oleh 
rakyat, dimana para pejabat politik tersebut 
dengan sendirinya akan selalu memprioritas 
kan kepentingan rakyat. Dengan demikian, 
penelitian ini menitikberatkan pada ketepatan 
pelayanan di bidang Dikmen pada Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Sulawesi Tengah. 
Untuk mengetahui apakah kinerja 
bidang Pembinaan SMA pada Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Sulawesi Tengah dari segi akuntabilitas, dapat 
di lihat dari pendapat Bapak Muhlis,S.Pd,M.si 
(Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Sulawesi Tengah) mengemukakan bahwa : 
“Pelaksanaan Program di Bidang Pembinaan 
SMA ini, dilaksanakan dengan melibatkan 
berbagai pihak, baik internal maupun 
eksternal, sehingga kami bisa 
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mempertanggung jawabkan dengan baik 
kegiatan kami pada publik. Program atau 
kegiatan sudah merupakan ketetapan dari 
daftar kegiatan yang telah ditetapkan oleh 
pimpinan, sehingga kegiatan yang kami 
lakukan sudah tepat, sesuai anggaran yang 
diberikan kepada kami. Dan nantinya kami 
akan memberikan pertanggungjawaban 
semua kegiatan kepada pimpinan dan kami 
siap untuk diperiksa oleh pihak internal 
maupun eksternal”.  
Hal yang sama juga di kemukakan oleh 
Ibu Dra. Muklina, MM (Kepala Seksi Sarana 
dan Prasarana SMA Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah) 
beliau mengemukakan : 
“Bidang kami melaksanakan tugasnya tidak 
sendiri. Kami juga punya pihak lain yang 
turut berpatisipasi. Baik yang ada dalam 
dinas maupun luar dinas Pendidikan ini. 
Hasilnya nanti akan di pertanggungjawabkan 
kepada pimpinan. Kami siap diperiksa 
apabila ada kesalahan dalam melakukan 
kegiatan”.  
Hasil wawancara terhadap kedua 
informan diatas, menggambarkan bahwa 
akuntabilitas pegawai di Bidang Pembinaan 
SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Sulawesi Tengah sudah baik, dengan 
menerapkan kegiatan yang telah ditetapkan 
oleh pimpinan yang dapat dirasakan oleh 
semua pihak baik secara internal maupun 
eksternal. Dan semua program akan akan 
dipertanggung jawabkan pada pimpinan dinas 
dan siap utuk diperiksa oleh pihak internal 
maupun eksternal yang telah bertugas untuk 
itu. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas 
pegawai Bidang Pembinaan SMA sudah baik, 
karena dengan melaksanakan kegiatan / 
program yang menjadi keputusan pimpinan, 
sesuai dengan daftar kegiatan yang sudah 
ditetapkan dan anggarannya di pertanggung 
jawabkan kembali kepada pimpinan. Hal ini 
juga menggambarkan bahwa ketepatan 
program yang dilakukan oleh bidang 
Pembinaan SMA telah seuai dengan aspek 
akuntabilitas yang baik. 
Berdasarkan pendapat para informan, 
akuntabilitas aparatur bidang Pembinaan 
SMA telah baik dalam pelaksanaannya. Hal 
ini dikarenakan para aparatur telah memahami 
pelaksanaan program dan tugas yang 
dibebankan kepada mereka, dilaksanakan 
dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, 
dan segera memberikan hasil yang baik pada 
organisasi. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 
maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Produktivitas para pegawai pada Bidang 
Pembinaan SMA di Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah 
belum berjalan dengan maksimal 
dikarenakan dalam hal ini masih adanya 
kekurangan SDM teknis dan kurangnya 
partisipasi aparatur.  
2. Kualitas Layanan para pegawai pada 
Bidang Pembinaan SMA di Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Sulawesi Tengah belum berjalan dengan 
maksimal dikarenakan masih kurangnya 
sarana dan prasarana pendukung kegiatan 
dalam bentuk pelayanan. 
3.  Responsivitas para pegawai pada Bidang 
Pembinaan SMA di Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah 
belum berjalan dengan maksimal 
dikarenakan  masih kurangnya Sarana 
Pendukung untuk merespon kinerja 
pegawai belum memadai. 
4. Responsibilitas para pegawai pada Bidang 
Pembinaan SMA di Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan  Provinsi Sulawesi Tengah 
sudah berjalan dengan maksimal dalam 
rangka meningkatkan kualitas pegawai 
pada Bidang Pembinaan SMA. 
5. Akuntabilitas para pegawai pada Bidang 
Pembinaan SMA Di Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah 
sudah berjalan dengan maksimal dalam 
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rangka meningkatkan kualitas pegawai 
pada Bidang Pembinaan SMA. 
 
Rekomendasi 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal 
yang berkaitan dengan Kinerja Pegawai 
Bidang Pembinaan SMA pada Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Sulawesi Tengah, oleh karena itu penelitian 
ini menyarankan untuk diperhatikan yaitu 
perekrutan pegawai yang memiliki 
kompetensi yang sesuai tugas pokok dan 
fungsinya, dan perlu adanya peningkatan 
penyediaan sarana dan prasarana demi 
menunjang dan meningkatkan kinerja para 
Pegawai Bidang Pembinaan SMA pada Dinas 





Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami 
Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka 
Cipta. 
Dwiyanto, Agus, 2002. Reformasi Birokrasi 
Publik di Indonesia, Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press 
----------------------, 2012. Reformasi Birokrasi 
Publik di Indonesia. Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press. 
Milles, B.B. and Huberman, M.A. 2014 
Qualitative Data Analysis. London: 
Sage Publication. 
Widodo, Joko, 2001. Good Governance. 
Telaah Akuntabilitas dan Kontrol 
Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan 
Otonomi Daerah. Insan Cendekia, 
Surabaya. 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
organisasi perangkat daerah. 
peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2014 
tentang organisasi dan tata kerja dinas-
dinas Daerah provinsi Sulawesi tengah. 
Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi 
Sulawesi Tengah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
